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”St o c kp i le” Emas Bank Sentral

D unia mengalami masa ketidakpastian dan vo-
latilitas yang sangat tinggi. Tidak terkecuali bi-
dang ekonomi. Kalau kita jeli, negara-negara

yang pemerintahnya cerdik, bank sentral mereka me-
nambah stockpile emas dari waktu ke waktu untuk
dipakai sebagai jangkar kekayaan negara dan tulang
punggung kekuatan nilai tukar mata uang mereka,
langsung maupun tidak langsung. Bank sentral mereka
termonitor aktif melakukan pembelian emas dari wak-
tu ke waktu.

Sebut saja Amerika Serikat, China, dan India. Mereka sadar
bahwa emas adalah safe haven pelindung kekuatan ekonomi
negara. Mereka sadar, cadangan devisa berupa mata uang asing
saja tidak cukup aman untuk mengamankan kekuatan ekonomi
karena nilai mata uang selalu mengalami volatilitas, bahkan
penurunan daya beli.

Akibat stockpiling emas yang mereka lakukan, harga emas
mengalami lonjakan tinggi di atas 2.600 dollar AS per troy ons.
Itu harga emas yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Akan halnya Indonesia, meski dikenal termasuk enam besar
pemilik kandungan emas di buminya, stockpile emas yang
disimpan Bank Indonesia (BI) jauh di bawah Amerika Serikat,
China, dan India, bahkan lebih kecil daripada Lebanon.

Di pasar komoditas pun, tidak termonitor keaktifan BI
menambah stockpile e m a s.

Sangat disayangkan kalau negara kita mempunyai stockpile
emas yang tidak memadai. Di waktu-waktu sekarang ini, harga
emas masih akan merambat naik. BI harus mempertimbangkan
dengan serius untuk membuat strategi stockpile emas untuk
ketahanan ekonomi Indonesia.

G EDWIN DEWAYANA
Petukangan Selatan, Jakarta Selatan

Ke s e b e l a s a n
”Ga r u d a”

Dalam pembentukan
kesebelasan ”Garuda”
atau tim nasional, untuk
berlaga di kancah sepak
bola internasional, saat
ini banyak diambil pe-
main dari luar negeri.
Mereka menjalani proses
naturalisasi menjadi war-
ga negara Indonesia
( WNI).

Kalau pemain asing
yang memiliki darah ke-
turunan Indonesia yang
dinaturalisasi itu hanya
satu atau dua, mungkin
paling banyak tiga orang,
masih bisa dipahami. Ka-
lau kesebelasan kita itu
menang, kita bangsa In-
donesia sebagai pemilik
kesebelasan tentu merasa
bangga. Tetapi, kalau ke-
banyakan pemainnya
orang asing yang dijadi-
kan WNI, tentu rasa
bangga itu akan sangat
berkurang.

Sebenarnya saat ini
pertandingan sepak bola
internasional itu tujuan-
nya untuk bisnis atau un-
tuk apa? Maaf atas per-
tanyaan saya ini yang me-
mang kurang mengikuti
persepakbolaan.
V SUTARMO SETIADJI

Utan Kayu,
Jakarta Timur
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Menjaga Fungsi Kontrol
Lembaga Legislatif
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Teknologi Dirgantara untuk
Operasi Bantuan Kemanusiaan

Tonny Harjono
Kepala Staf TNI Angkatan Udara

Dinamika global terus
bergerak diwarnai ke-
tegangan politik dan ri-

valitas antarnegara besar. Pada
saat yang sama, ancaman ben-
cana alam tidak boleh diabai-
kan karena dampaknya tidak
kalah destruktif.

Berada di cincin api Pasifik,
Indonesia amat rentan terha-
dap bencana alam, seperti le-
tusan gunung berapi, gempa
bumi, dan tsunami. Bencana
hidrometeorologi, seperti ban-
jir, puting beliung, dan ke-
keringan, pun meningkat.

Situasi geografis dan dam-
pak perubahan iklim meng-
haruskan Indonesia memiliki
tingkat kesiapan tinggi dalam
menghadapi bencana.

Untuk meningkatkan ke-
siapsiagaan dan memperkuat
respons terhadap bencana se-
kaligus mendorong keamanan
inklusif di kawasan, TNI Ang-
katan Udara (TNI AU) meng-
gelar Regional Air and Space
Power Forum untuk pertama
kali di Nusa Dua, Bali.

Forum ini bertujuan mem-
bahas perkembangan tekno-
logi dirgantara terkini dan ma-
sa depan yang relevan dengan
operasi bantuan kemanusiaan
dan penanggulangan bencana
atau humanitarian assistance
and disaster relief (HADR).

Teknologi ini berfokus pada
pengembangan unmanned ae-
rial vehicle (UAV); platform
mobilitas udara; intelligence,
surveillance, and reconnais-
sance (ISR); dan teknologi sa-
telit.

Bencana alam tidak menge-
nal batas negara sehingga ko-
laborasi internasional dalam
HADR menjadi penting. Bah-
kan, kolaborasi itu jadi jem-
batan antarnegara, terlepas
dari perbedaan politik, demi
nilai-nilai kemanusiaan.

TNI sebagai pilar pertahan-
an negara, sesuai UU Nomor
34 Tahun 2004, berperan da-
lam operasi militer selain pe-
rang, termasuk operasi HADR.
Hal ini menjadi bagian dari
upaya meningkatkan kesiap-
siagaan dan respons terhadap
bencana.

Selain kemampuannya ber-
gerak cepat ke sejumlah wi-
layah, kekuatan udara TNI AU
memungkinkan respons lebih
luas dan efisien. 

Selama ini, TNI AU telah
menunjukkan kemampuan lu-
ar biasa dalam membantu pe-
nanggulangan bencana. Seba-
gai contoh, pada Mei 2024,
Komando Pasukan Gerak Ce-
pat (Kopasgat) TNI AU meng-
evakuasi lebih dari 100 warga
dari Kabupaten Luwu, Sula-
wesi Selatan, yang terdampak
banjir dan tanah longsor.

Berkat dukungan aset uda-
ra, Kopasgat dapat menembus
daerah terisolasi dan menye-
lamatkan nyawa. Selain itu ju-

ga memberikan bantuan me-
dis kepada para korban.

Selain mendukung evaku-
asi, TNI AU juga berperan
dalam operasi pemadaman ke-
bakaran hutan di Sumatera
dan Kalimantan. Pesawat dan
helikopter TNI AU kerap di-
gunakan mencegah kebakaran
hutan dengan teknologi modi-
fikasi cuaca (TMC), mema-
damkan api, serta menyalur-
kan bantuan.

Helikopter TNI AU
H225M/Caracal juga diguna-
kan membantu Badan Nasio-
nal Penanggulangan Bencana
(BNPB) dalam memadamkan
api, membantu evakuasi, dan
menyalurkan bantuan.

Adapun pesawat TNI AU
C-130J Hercules digunakan
untuk mengangkut bantuan
dan berperan penting dalam
misi-misi bantuan berskala
besar. C-130J punya peran
kunci dalam misi air drop ban -
tuan kemanusiaan di Gaza, Pa-
l e st i n a .

Teknologi dan kolaborasi
Penggunaan teknologi sate-

lit juga kian meningkat dalam
operasi HADR untuk peman-
tauan jarak jauh dan komu-
nikasi. Satelit synthetic aper-
ture radar (SAR) memberi
gambaran akurat meski kondi-
si visual tidak memungkinkan,
seperti saat cuaca buruk atau
pada malam hari.

Teknologi satelit juga men-
dukung komunikasi ketika in-
frastruktur komunikasi darat
rusak akibat bencana. Saat
gempa bumi dan tsunami Palu
(2018), satelit Lapan-A2 men-
jaga komunikasi di daerah ter-
dampak untuk memungkin-
kan warga berkomunikasi.

Perkembangan lain yang tak
kalah penting dalam teknologi
dirgantara untuk operasi
HADR adalah penggunaan
UAV/ d ro n e . UAV efektif dalam
operasi tanggap darurat. Peng-
gunaannya tidak terbatas pada
medan perang, tetapi juga ber-
manfaat dalam operasi kema-
nusiaan.

Contohnya, setelah gempa
bumi Nepal (2021), Pemerin-
tah Nepal menggunakan UAV
untuk memetakan daerah
bencana dan menilai kondisi
wilayah yang sulit diakses.

Penggunaan UAV memper-
cepat proses penilaian keru-
sakan dan respons yang lebih
cepat terhadap kebutuhan di
lapangan. UAV juga terbukti
berguna dalam operasi pen-
carian dan penyelamatan.

Misalnya, setelah kecelaka-
an helikopter yang melibatkan
Presiden Iran Ebrahim Raisi,
UAV Bayraktar Akinci dari
Turki digunakan untuk me-
nemukan lokasi kecelakaan.

Hal ini menegaskan efek-
tivitas UAV dalam meningkat-
kan kesadaran situasional dan

membantu pencarian di wi-
layah yang sulit diakses.

Selain teknologi, kolaborasi
internasional juga merupakan
elemen penting dalam operasi
HADR, terutama ketika ben-
cana terjadi secara lintas ba-
t a s.

Kompleksitas operasi
HADR sering membutuhkan
beragam jenis kemampuan
yang tidak dapat disediakan
oleh satu negara saja. Di sini-
lah pentingnya peran kolabo-
rasi internasional.

Indonesia memiliki peng-
alaman panjang bekerja sama
dengan negara-negara saha-
bat. Salah satunya dalam ope-
rasi pencarian dan penyela-
matan pascatsunami Aceh
(2004).

Ketika itu, bantuan interna-
sional memainkan peran pen-
ting dalam evakuasi korban
dan upaya pemulihan. Keha-
diran mitra internasional me-
mungkinkan tersedianya sum-
ber daya dan kemampuan se-
perti mobilitas udara. Ini sa-
ngat krusial untuk mengirim
bantuan ke wilayah yang ter-
isolasi akibat kerusakan infra-
st r u kt u r.

Kolaborasi juga tecermin
pada operasi penanggulangan
bencana pascagempa bumi
dan tsunami di Palu (2018).
Kerja sama internasional da-
lam operasi HADR tidak se-
kadar berbagi sumber daya,
tetapi juga berbagi pengetahu-
an dan pengalaman.

Dalam jangka panjang, kerja
sama ini dapat meningkatkan
kesiapsiagaan global dalam
menghadapi bencana dan
memperkuat kapasitas kolek-
tif dalam merespons situasi
darurat.

Bencana alam merupakan
ancaman global yang melintasi
batas negara. Dalam mening-
katkan kesiapsiagaan dan
efektivitas respons, negara-ne-
gara harus memanfaatkan tek-
nologi terbaru di bidang ke-
dirgantaraan dan antariksa,
seperti UAV dan satelit.

Kolaborasi internasional
menjadi kunci keberhasilan
dalam operasi HADR karena
tidak ada satu negara pun
mampu menyiapkan dan me-
nanggulangi bencana sendiri-
an.

Melalui kerja sama, nega-
ra-negara dapat berbagi sum-
ber daya, pengetahuan, dan
teknologi; meminimalkan
dampak bencana; serta me-
nyelamatkan lebih banyak
ny awa .

Dalam situasi darurat, se-
tiap menit begitu berharga.
Oleh karena itu, sinergi antara
teknologi dan kolaborasi lintas
negara adalah solusi terbaik
untuk meningkatkan keaman-
an dan kesejahteraan global
berdasarkan nilai-nilai kema-
nusiaan.

Upaya presiden
terpilih Prabowo
Subianto mengajak
semua pemimpin
partai politik untuk
bergabung dalam
pemerintahan bisa
menjadi pisau
bermata dua.

Di satu sisi hal itu ber-
manfaat untuk menjalin
kerja sama (gotong ro-

yong) dalam membangun bang-
sa. Di sisi lain, dalam konteks
demokrasi, bisa menumpulkan
fungsi kontrol lembaga legis-
latif.

Kalau kita menengok sejarah
pascakemerdekaan, beberapa
pekan setelah proklamasi, mun-
cul gejala otoritarianisme yang
ditandai dengan bersatunya dua
kekuatan (eksekutif dan legis-
latif ) di tangan presiden.

Gejala ini sangat wajar terjadi
karena pada waktu itu, lembaga
legislatif, baik MPR maupun
DPR, belum terbentuk. Belum
ada lembaga legislatif yang ang-
gotanya dipilih rakyat melalui
pemilihan umum (pemilu) yang
d e m o k r a t i s.

Apa yang terjadi saat itu, de-
ngan suasana berbeda, muncul
kembali pada era Orde Baru.
Lembaga legislatif yang dipilih
rakyat melalui pemilu sudah
ada. Akan tetapi, karena  pemilu
tidak dijalankan secara demo-
kratis, keberadaan lembaga le-
gislatif yang dihasilkannya ber-
ada di bawah kendali presiden.

Meminjam ungkapan Iwan
Fals dalam lagunya, ”Surat buat
Wakil Rakyat”, anggota legislatif
saat itu hanya menjadi ”paduan
suara” yang  ”hanya tahu nya-
nyian lagu setuju.”

Demokrasi semu semacam
inilah yang harus kita hindari di
era Prabowo Subianto. Jangan
sampai terjadi, karena semua
partai bergabung (berkoalisi)
dengan pemerintah, keberada-

an lembaga legislatif kembali
berada di genggaman ekse-
kutif. Kembali menjadi rub -
ber stamp yang hanya tahu
nyanyian lagu setuju.

Dalam konteks demokrasi
yang sehat, parlemen berperan
penting sebagai lembaga
pengawas (checks and
balances) terhadap
eksekutif. Menu-
rut Miriam Budi-
ardjo (1992:183),
di antara fungsi
DPR adalah me-
ngontrol badan
eksekutif, dalam
arti menjaga agar
semua tindakan ba-
dan eksekutif sesuai
kebijakan yang dite-
tapkan.

Fungsi kontrol ini
bertujuan memasti-
kan kebijakan pe-
merintah dijalankan dengan
transparan, akuntabel, dan se-
suai dengan kepentingan pub-
lik.

Lembaga legislatif memiliki
peran penting sebagai c h e c ks
and balances terhadap keku-
asaan eksekutif. Tanpa kontrol
yang efektif, kekuasaan ekse-
kutif dapat berpotensi menjadi
otoriter dan korup.

Lembaga legislatif yang kuat
dan independen adalah salah
satu indikator penting dari de-
mokrasi yang sehat dan mampu
menegakkan prinsip-prinsip
a k u n t a b i l i t a s.

Fungsi pengawasan lembaga
legislatif sangat berperan dalam
mencegah penyalahgunaan ke-
kuasaan oleh eksekutif. Oleh
karena itu, fungsi pengawasan
ini harus tetap terjaga dengan
transparansi. Pengawasan ini
perlu melibatkan partisipasi
publik agar dapat mengontrol
pemerintah secara efektif.

Salah satu fungsi kontrol
yang sangat penting adalah
mengawasi kebijakan keuangan
(kebijakan fiskal) agar sejalan
dengan kepentingan publik.

Tanpa fungsi kontrol ini, risi-
ko penyalahgunaan anggaran

meningkat. Potensi terjadi-
nya pemborosan atau

korupsi juga semakin be-
sa r.

Sejumlah kendala
Menjaga fungsi kontrol legis-

latif tidaklah mudah. Ada
beberapa kendala yang

dihadapi, antara lain,
pertama, tidak ada-
nya partai oposisi di

lembaga legislatif.
Seperti disinggung

di awal tulisan ini, ke-
tika lembaga legis-

latif dikuasai oleh
eksekutif, maka bisa

dipastikan fungsi kon-
trol DPR akan hilang.

Alih-alih mengawasi,
malah memberi legiti-

masi.
Kedua, adanya

potensi konflik ke-
pentingan. Setiap anggota DPR
pasti memiliki kepentingan, ba-
ik secara pribadi, kelompok
(konstituen), maupun korpora-
si (kartel).

Karena tidak memiliki alat
kelengkapan untuk merealisasi-
kan kepentingan-kepentingan
itu, anggota DPR akan bersan-
dar pada kebijakan eksekutif
(pemerintah) untuk mewujud-
kannya. Konflik kepentingan
semacam inilah yang membuat
anggota DPR tersandera
dan tumpul di hadapan ekse-
kutif.

Ketiga, lemahnya indepen-
densi anggota legislatif di ha-
dapan partai politik. Alfred Ste-
pan dalam Problems of Demo-
cratic Transition and Consoli-
dation (1996) menggarisbawahi
bahwa konflik kepentingan bisa
menjadi hambatan serius jika
anggota parlemen lebih loyal
kepada partainya daripada ke-
pada konstituen mereka.

Kendala lain adalah kurang-
nya pengetahuan yang mema-
dai tentang bidang-bidang yang
harus diawasi. Sesuai ketentu-
an, setiap anggota DPR akan
menempati komisi-komisi yang
terbagi atas bidang-bidang ter-

tentu.
Tidak semua anggota DPR

memahami dengan baik bi-
dang-bidang pada komisinya.
Meskipun ada fasilitas tenaga
ahli, mereka tidak banyak
membantu karena direkrut ti-
dak berdasarkan keahlian,
tetapi lebih karena balas jasa
sebagai tim sukses.

Penguatan peran
Untuk menghadapi kendala

ini, diperlukan penguatan pe-
ran lembaga legislatif melalui
pelatihan, akses terhadap data
dan informasi yang lebih baik,
serta peningkatan transparansi
dan partisipasi publik dalam
proses pengawasan.

Hal yang tidak kalah penting
adalah melalui pengembangan
kapasitas anggota parlemen da-
lam memahami isu-isu kebijak-
an. Parlemen yang terampil dan
berpengetahuan mampu meng-
analisis kebijakan dengan lebih
mendalam dan kritis terhadap
program pemerintah.

Untuk menjaga kemandirian,
lembaga legislatif harus diper-
kuat melalui sistem kelembaga-
an yang bisa memastikan bahwa
eksekutif tidak dapat mengin-
tervensi atau mengontrol pro-
ses pengawasan parlemen. Ini
termasuk perlunya regulasi
yang menjamin kebebasan ang-
gota legislatif dalam menjalan-
kan fungsi kontrolnya.

Fungsi kontrol yang efektif
akan memastikan eksekutif
tetap bertanggung jawab, trans-
paran, dan bekerja demi ke-
pentingan rakyat.

Melalui penguatan kapasitas
anggota legislatif, kemandirian
institusi, serta keterlibatan
publik dalam proses pengawas-
an, parlemen dapat menjalan-
kan perannya sebagai pengawas
yang efektif terhadap pemerin-
tah.

Dengan demikian, penyalah-
gunaan kekuasaan dapat dice-
gah. Pelaksanaan kebijakan
pun diharapkan berpihak
pada kepentingan masyarakat
l u a s.
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Balazs Koranyi

Reuters/Frankfurt, Germany
Eurozone infl ation dipped be-
low 2 percent for the fi rst time 
since mid-2021 in September, 
reinforcing an already solid case 
for a European Central Bank 
(ECB) rate cut this month as a 
three-year battle to tame run-
away price growth nears its end.

Infl ation in the 20 coun-
tries sharing the euro currency 
eased to 1.8 percent in Septem-
ber from 2.2 percent in August, 
Eurostat data showed on Tues-
day, coming below expectations 
for 1.9 percent in a Reuters poll, 
primarily on falling energy costs 
and muted goods prices. 

A more closely watched fi gure 
on underlying prices referred to 
as core infl ation, meanwhile, 
dipped to 2.7 percent from 2.8 
percent on slower services price 
growth, coming below expecta-
tions for 2.8 percent.

Price growth has been above 
the central bank’s target for years 
now with surging energy costs, 
production bottlenecks in the 
post pandemic reopening, cor-
porate opportunism and copious 
fi scal support all lifting infl ation 
to over 10 percent by late 2022.

But a record string of interest 
rate hikes from the central bank 
has tamed price growth relative-
ly quickly, and policymakers are 
now debating just how fast they 
should ease borrowing costs.

The ECB has already reduced 
rates in June and September, 
and ECB President Christine La-
garde sent the clearest signal 
yet on Monday that another cut 
may come later this month giv-
en sanguine price trends.

Such a quick follow-up rate 
cut was not expected until re-

cently but a dismal string of 
growth data, moderating wage 
pressures and infl ation readings 
below the ECB’s own projections 
have all added to the urgency. 

Bolstering the case for a cut, 
services infl ation—perhaps the 
most closely watched compo-
nent of price growth—slowed a 
touch to 4 percent from 4.1 per-
cent, easing but not complete-
ly erasing fears that domestic 
price pressures are stuck at a 
high level. 

Rapid wage growth has driv-
en services costs for years but 
economists have long predicted 
a slowdown given softening la-
bor markets, weak growth and 
smaller pay increases. 

Falling energy costs re-
mained the biggest contributor 
to disinfl ation, while non-ener-
gy industrial goods prices rose 
just 0.4 percent compared with 
a year earlier, also pulling the 
overall number down.

Lagarde has already said that 
infl ation is now under the base-
line predicted by the ECB, a sig-
nal that challenges the bank’s 
own narrative of durable price 
pressures and a return to the 2 
percent target at the end of 2025.

Investors raised their bets 
on quicker cuts after Lagarde’s 
comments and markets now 
price an 85 percent chance of a 
rate cut on Oct. 17, up from 25 
percent at the start of last week.

They also price just over 50 ba-
sis points of moves until the end 
of the year, meaning back-to-
back cuts are now fully priced in.

This has prompted a whole 
range of bank economists to 
change their predictions, with 
most big banks now betting on 
cuts in both October and Decem-
ber, and possibly January as well. 
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Hot yields

Antara/Abdan Syakura

Members of the Berseri women farmers group (KWT) harvest bird’s eye chili on Tuesday at a commu-
nity garden in Central Cimahi district, Cimahi, West Java. The group empowers women in the agricul-
ture sector to cultivate vegetable crops on idle land of around 100 square meters, producing up to 20 
kilograms of bird’s eye chili each harvest season.

US dockworkers launch 
strike after labor 
contract expires 
Move could cost US economy billions of dollars

John Biers

Agence France-Presse/New York, 
United States
Dockworkers at major ports along 
the United States East and Gulf 
Coasts went on strike Tuesday after 
last-minute negotiations yielded 
no new labor contract, a stoppage 
expected to drag on the world’s 
largest economy just ahead of the 
November presidential election.

The International Longshore-
men’s Association (ILA) said the 
walkout by its workers marks the 
fi rst “coast wide strike in almost 
50 years”. 

The shutdown would halt ship-
ments of an array of goods from 
food to electronics and could cost 
the US economy billions of dol-
lars a week. 

“We are prepared to fi ght as long 
as necessary, to stay out on strike 
for whatever period of time it takes, 
to get the wages and protections 
against automation our ILA mem-
bers deserve,” Harold Daggett, who 
heads the 85,000-member union, 
said in a statement.

The ILA said it had “shut down 
all ports from Maine to Texas at 
12:01 a.m. on Tuesday” after it 
rejected a fi nal proposal from 
the US Maritime Alliance (USMX) 
shipping group. 

“USMX brought on this strike 
when they decided to hold fi rm 
to foreign-owned ocean carri-
ers earning billion-dollar profi ts” 
without compensating “workers 
who perform the labor that brings 
them their wealth,” Daggett said.

USMX did not respond to a re-
quest for comment.

ILA members began walking 
the picket lines at 14 major ports 
on the East and Gulf coasts soon 
after the announcement. 

In Boston, dockworkers 

marched to the port carrying 
signs that read “no work without 
a fair contract,” videos shared on 
social media showed. 

CNN broadcast similar images 
from Philadelphia, while a New York 
Times video showed Daggett ad-
dressing workers on the picket lines.

“We are making history,” he 
said in New Jersey, as dockwork-
ers held signs saying “Profi t over 
people is unacceptable.” 

A possible stoppage had been 
telegraphed for months, with the 
odds rising in recent weeks as the 
two sides described themselves as 
far apart.

USMX said on Monday it was 
“hopeful” after the two sides ex-
changed counter-offers. 

However, there was still no 
deal when the six-year contract 
expired at midnight.

The walkout marks the ILA’s fi rst 
since 1977 and follows other high-
profi le strikes at US automakers, 
Boeing and other employers. 

The contract directly affects 
about 25,000 ILA members at 14 
large US ports, including New 
York/New Jersey, Boston, Phila-
delphia, Savannah, New Orleans 
and Houston.

Oxford Economics estimated 
that the strike would dent US gross 
domestic product by $4.5 billion 
to $7.5 billion per week. The over-
all economic hit depends on the 
length of the strike, analysts say.

A lengthy strike could also 
pose political challenges.

US President Joe Biden, a close 
ally of organized labor, has so far 
ruled out federal intervention, 
citing the need to respect collec-
tive bargaining rights.

But business lobbies are sure 
to amplify calls for action if the 
strike drags out.

New York Governor Kathy Ho-

Reuters/Caitlin Ochs

Looming load: Shipping containers are stacked on Monday at 
Port Newark in New Jersey, the busiest container terminal on the 
United States’ East Coast, which falls under the Port Authority of 
New York and New Jersey.

Eurozone infl ation dips 
below 2 percent

Firms urge G7 to unify cloud security norms
Agence France-Presse

Washington
A leading tech industry group on 
Tuesday called on Group of Seven 
(G7) nations to harmonize cloud 
security certifi cation across the 
world’s richest nations, in an ef-
fort to stoke cooperation and 
counter calls that data should 
stay within national borders.

Industry group, The Software 
Alliance (BSA), which represents 
tech giants including Microsoft 
and IBM, argues that its initia-
tive would reduce compliance 
burdens for cloud service pro-
viders while maintaining robust 
security standards. 

“We encourage governments 
to look at where their cloud re-
quirements are effectively the 
same, but using different lan-
guage,” said Aaron Cooper, se-
nior vice president of global pol-

icy at BSA.
Greater unity among G7 na-

tions could also “hopefully lead 
to a recognition that localization 
doesn’t aid security”, he added. 
“But that’s not specifi cally what 
this proposal is about.”

The G7 nations are the Unit-
ed States, the United Kingdom, 
Canada, Japan and European 
Union member states France, 
Germany and Italy.

Reliance on cloud computing, 
instead of companies or gov-
ernments running software on-
site, is regarded as computing’s 
new reality.

This has been further ce-
mented in recent years due to 
the intense processing needed 
to deliver artifi cial intelligence 
capabilities, with few companies 
able to alone provide the data 
infrastructure necessary.

The growth of in-cloud com-

puting has sparked governments 
worldwide to implement cloud 
security certifi cation require-
ments to mitigate risks associat-
ed with widespread cloud adop-
tion, such as cyberattacks, data 
theft or legal problems. 

While these certifi cations 
have a lot in common, some 
countries, notably G7-member 
France, are insisting that cyber-
security standards come with 
strict geographic requirements 
in order to not leave sensitive or 
private data in foreign hands. 

France’s position has helped 
cause the delay of the EU’s long 
promised cybersecurity stan-
dard, known as EUCS, with sev-
eral EU member countries op-
posing Paris.

BSA also opposes that stance, 
instead arguing that cybersecurity 
agencies across friendly nations 
should fi nd ways to cooperate.

chul said on Monday port of-
fi cials were scrambling to clear 
out as many items as possible 
before the impending stoppage. 

Other ports, such as New 
Orleans and Savannah, had of-
fered extended hours in recent 
days ahead of the deadline.

The union is pressing for 
protections against automa-
tion-related job loss and for 
hefty wage hikes after dock-
workers kept providing essen-
tial services throughout the 
COVID-19 pandemic.

USMX said Monday its lat-
est offer would “increase wag-
es by nearly 50 percent, tri-
ple employer contributions to 
employee retirement plans, 
strengthen our health care op-
tions and retain the current 
language around automation 
and semi-automation”.

Media reports say the ILA is 
asking for a 77 percent wage 
increase over six years.

“A port strike would para-
lyze US trade and raise prices 
at a time when consumers and 
businesses are starting to feel 
relief from infl ation,” said Erin 
McLaughlin, senior economist 
at the Conference Board.

“There’s no easy Plan B. 
While shippers have already be-
gun diverting some cargo to the 
West Coast, capacity for such al-
ternative options are limited.”

New York offi cials empha-
sized that any strike would not 
lead to shortages of basic goods.

“We don’t anticipate short-
ages of essential goods any-
time soon,” Hochul said. “Peo-
ple do not need to rush out to 
the grocery store and stockpile 
goods like they did during the 
pandemic.”
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